[ SALINAN ]

BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2014

Menimbang

Mengingat

: 1.

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

: a. bahwa berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan Badan

Pemeriksan Keuangan Republik Indoenasi (BPK-RI)
Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 06/Tim-
PDHL/LKPD-Polman/03/2016 Tanggal 8 Maret 2016
dijelaskan bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Polewali Mandar belum mengatur mengenai
Masa Manfaat Asset Tidak Berwujud dan Pengakuan
Pendapatan diterima dimuka;

b.untuk Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali
Mandar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar secara
substansi tidak mengatur mengenai Masa Manfaat Asset
Tidak Berwujud dan Pengakuan Pendapatan diterima
dimuka;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



Memperhatikan

Menetapkan :

10.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008);

Konsep Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksan
Keuangan Republik Indoenasi (BPK-RI) Perwakilan
Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 06/Tim-PDHL/LKPD-
Polman/03/2016 Tanggal 8 Maret 2016;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 29
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar

Nomor

29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar diubah sebagai

berikut :

1. Diantara angka 66 dan angka 67 Lampiran XIV disisipkan 1
(satu) angka yakni angka 66.a sehingga Lampiran XIV
berbunyi sebagai berikut :

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 13
AKUNTANSI ASET TIDAK BERWUJUD

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan
miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang
harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1.

Tujuan Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud
adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset
tidak berwujud. Masalah utama akuntansi untuk aset
tidak berwujud adalah saat pengakuan aset,
penentuan nilai tercatat, dan pengungkapan yang
perlu dilakukan, serta penentuan dan perlakuan
akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai
tercatat (carrying value) aset tidak berwujud.

Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan bahwa aset
tidak berwujud dapat diakui sebagai aset jika
memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset
dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah
Daerah.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh

unit Pemerintah Daerah yang menyajikan laporan
keuangan untuk tujuan umum dan mengatur
tentang perlakuan akuntansinya, termasuk
pengakuan, penilaian, penyajian, dan
pengungkapan yang diperlukan kecuali bila
Kebijakan Akuntansi lainnya mensyaratkan
perlakuan akuntansi yang berbeda.

4. Kebijakan Akuntansi ini tidak diterapkan untuk:

a. Aset keuangan (seperti saham, obligasi, dan
derivatifnya);

b. Aset tidak berwujud yang terjadi dari kontrak
dengan pemegang polis;

c. Kewenangan untuk memberikan perijinan oleh
instansi pemerintah;



d. Kewenangan untuk menarik pungutan perpajakan

oleh intansi pemerintah;

e. Aset Tidak Berwujud yang dimiliki untuk dijual
oleh entitas dalam rangka operasi normal (diakui
sebagai persediaan);

Hak pengusahaan hutan;
Hak pengusahaan jalan tol;

. Hak pengelolaan suatu wilayah;

Hak penambangan dan pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka eksplorasi, pengembangan
dan penambangan mineral, minyak, gas alam, dan
sumber daya lainnya yang tidak dapat diperbarui.

etk th

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan
dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian :

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai
dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai
akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah
Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur
dalam satuan uang, termasuk sumber daya
nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan
jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber
daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan
budaya.

Aset tidak berwujud adalah aset non moneter yang
dapat diindentifikasi, tidak mempunyai wujud
fisik, dikendalikan oleh Pemerintah Daerah serta
mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan
yang dimiliki untuk digunakan baik sendiri
maupun bersama aset lain dalam operasional
Pemerintah Daerah, dipertukarkan dengan aset
lain, dan digunakan untuk menyelesaikan
kewajiban Pemerintah Daerah, termasuk hak atas
kekayaan intelektual.

Aset keuangan adalah kas dan setara kas serta
aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang
Jjumlahnya pasti atau dapat ditentukan.

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai
aset tidak berwujud yang dapat didepresiasi
selama masa manfaat aset tersebut.

Riset adalah penelitian orisinal dan terencana
yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh
pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis
atas ilmu yang baru.

Pengembangan adalah penerapan temuan riset
atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana dan
rancangan alat, barang, proses, sistem, atau jasa
yang sifatnya baru atau mengalami perbaikan yang




substansial, sebelum dimulainya penggunaan atau
pemanfaatan.

UMUM

6.

Pemerintah Daerah sering kali mengeluarkan sumber
daya untuk mendapatkan, mengembangkan,
memelihara atau memperkuat sumber daya tidak
berwujud, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi,
desain dan implementasi sistem atau proses baru,
lisensi dan hak kekayaan intelektual.

Beberapa jenis Aset Tidak Berwujud mungkin
terkandung dalam bentuk fisik, seperti dalam compact
disk (yang memuat piranti lunak komputer),
dokumentasi legal (yang memuat lisensi atau paten),
atau film. Untuk itu, penentuan apakah aset tersebut
termasuk dalam aset berwujud atau tidak berwujud
ditentukan dengan mempertimbangkan atribut yang
dominan pada aset tersebut. Misalnya, piranti lunak
untuk menjalankan komputer, dimana komputer
tersebut tidak dapat beroperasi tanpa piranti lunak
tersebut merupakan bagian integral (tidak terpisahkan)
dari piranti kerasnya sehingga diperlakukan sebagai
bagian dari aset tetap. Akan tetapi, bila piranti lunak
tersebut bukan merupakan bagian integral dari piranti
keras yang terkait, piranti lunak tersebut diperlakukan
sebagai Aset Tidak Berwujud.

KRITERIA ASET TIDAK BERWUJUD

8.

10.

Definisi Aset Tidak Berwujud mensyaratkan bahwa Aset
Tidak Berwujud harus memenuhi kriteria dapat
diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan
mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

Yang dimaksud dengan kriteria dapat identifikasi adalah
dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan
untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-
aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini
dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain,
maka Aset Tidak Berwujud ini dapat dijual,
dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan,
ditukarkan, baik secara individual maupun secara
bersama-sama.

Kriteria dapat dipisahkan harus digunakan secara hati-
hati, mengingat dalam perolehan aset pada suatu
entitas kadang-kadang terjadi perolehan secara
gabungan. Dalam hal Aset Tidak Berwujud diperoleh
bersama dengan sekelompok aset lainnya, transaksi ini
bisa juga meliputi pengalihan hak hukum yang
memungkinkan entitas untuk memperoleh manfaat
masa depan dari hak tersebut. Dalam hal demikian
entitas tetap harus mengidentifikasi adanya Aset Tidak
Berwujud tersebut. Beberapa Aset Tidak Berwujud
biasanya dapat dipisahkan dengan aset lainnya, seperti
paten, hak cipta, merk dagang, dan franchise.



11. Selain persyaratan dapat diidentifikasi sebagaimana
diuraikan pada paragraf 7, pengendalian merupakan
syarat lainnya yang harus dipenuhi. Tanpa adanya
kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber
daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu
entitas.Suatu entitas disebut "mengendalikan aset” jika
entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh
manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset
tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam
memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut.

12. Manfaat ekonomi masa depan secara umum adalah
kemampuannya untuk dapat memberikan manfaat
ekonomis dan jasa potensial (potential services). Manfaat
ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas,
setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah, sedangkan
jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan
manfaat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk
lainnya, misalnya dalam meningkatkan pelayanan
publik sebagai salah satu tujuan utama Pemerintah
Daerah.

KLASIFIKASI ASET TIDAK BERWUJUD

13.Aset Tidak Berwujud meliputi:

a. Piranti lunak (software) komputer;

b. Lisensi dan francshise;

c. Hak paten, hak cipta (copyright), dan hak
lainnya; dan

d. Hasil kajian/penelitian yang memberikan
manfaat jangka panjang.

e. Aset Tidak Berwujud dari karya seni yang
mempunyai nilai sejarah/budaya

f. Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan

14. Software computer yang masuk dalam kategori Aset
Tidak Berwujud adalah software yang bukan
merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware
komputer tertentu. Jadi software ini dapat digunakan di
komputer lain. Oleh karena itu software komputer
sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan
merupakan Aset Tidak Berwujud.

15. Lisensi dan franchise adalah izin yang diberikan pemilik
Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak
lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk
menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan
Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka
waktu dan syarat tertentu.

16. Hak Paten dan Hak Cipta pada dasarnya diperoleh
karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau
atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang
dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping
itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan
pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain
yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh
karena itu Hak Paten dan Hak Cipta sepanjang
memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan
Aset Tidak Berwujud.



17. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat
jangka  panjang adalah suatu kajian atau
pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis
dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat
diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak
dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat
ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui
sebagai Aset Tidak Berwujud.

18. Aset Tidak Berwujud dari karya seni yang mempunyai
nilai sejarah/budaya seperti film, pada dasarnya
merupakan rekaman atas suatu peristiwa yang
mempunyai manfaat ataupun nilai bagi Pemerintah
Daerah ataupun masyarakat. Hal ini berarti film
tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat
mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah.
Film/Karya Seni/Budaya biasanya merupakan heritage
Aset Tidak Berwujud.

19. Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan
suatu kegiatan perolehan Aset Tidak Berwujud dalam
Pemerintah Daerah, khususnya yang diperoleh secara
internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi Aset
Tidak Berwujud, belum memenuhi salah satu kriteria
pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional
Pemerintah Daerah. Namun dalam hal ini seperti juga
aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk
digunakan dalam pelaksanaan operasional Pemerintah
Daerah, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari Aset
Tidak Berwujud.

PENGAKUAN ASET TIDAK BERWUJUD

20.Sesuatu diakui sebagai Aset Tidak Berwujud jika
dan hanya jika:

a. Telah memenuhi definisi dari Aset Tidak
Berwujud;

b. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat
ekonomi di masa datang yang diharapkan atau
Jjasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak
Berwujud tersebut akan mengalir
kepada/dinikmati oleh entitas; dan

c. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat
diukur dengan andal.

21.Suatu entitas harus menilai kemungkinan manfaat
ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa
potensial dengan menggunakan dukungan asumsi logis
yang mewakili estimasi terbaik dari manajemen tentang
kondisi ekonomi yang akan hadir selama umur
ekonomis dari Aset Tidak Berwujud. Entitas
menggunakan pertimbangan untuk menilai derajat
kepastian aliran manfaat ekonomi di masa datang
sebagai akibat dari penggunaan Aset Tidak Berwujud
dengan basis bukti-bukti yang tersedia pada saat
pengakuan awal, dengan lebih menekankan pada bukti-
bukti eksternal.



Pengakuan Aset Tidak Berwujud Yang Diperoleh Secara
Internal

22.

23.

Kadangkala  sulit untuk  menentukan  apakah

pengembangan secara internal atas Aset Tidak

Berwujud memenuhi prinsip-prinsip pengakuan,

terutama dalam:

a. mengidentifikasi apakah dan kapan aset yang
diidentifikasikan tersebut akan menghasilkan
manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan; dan

b. menentukan biaya perolehan dari aset tersebut
secara memadai. Dalam hal tertentu, biaya untuk
menghasilkan  Aset Tidak  Berwujud yang
dikembangkan secara internal tidak dapat
dipisahkan dengan biaya entitas operasional harian
pemerintah.

Untuk menentukan apakah perolehan internal Aset

Tidak Berwujud memenuhi kriteria untuk pengakuan,

perolehan Aset Tidak Berwujud dikelompokkan dalam 2

tahap, yaitu:

a. Tahap penelitian atau riset

b. Tahap pengembangan

Jika Pemerintah Daerah tidak dapat membedakan tahap

penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas

aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan Aset

Tidak Berwujud, Pemerintah Daerah harus

memperlakukan seluruh pengeluaran atas

aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam
tahap penelitian/riset.

24.Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas

penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari
kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui
sebagai Aset Tidak Berwujud. Pengeluaran-
pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban
pada saat terjadi.

25.Dalam tahap penelitian/riset dari

26.

kegiatan/aktivitas internal, Pemerintah Daerah

tidak/belum dapat memperlihatkan bahwa Aset

Tidak Berwujud telah ada dan akan menghasilkan

manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya,

pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat
terjadi.

Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah:

a. Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk
memperoleh pengetahuan baru (new knowledge);

b. Pencarian untuk, evaluasi dan seleksi akhir atas,
penerapan temuan hasil penelitian atau
pengetahuan lainnya;

c. Pencarian atas alternatif untuk material, peralatan,
produk, proses, sistem ataupun layanan;

d. Formula, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas
alternatif yang tersedia untuk peningkatan material,
peralatan, produk, proses, sistem dan layanan.

27.Aset Tidak  Berwujud yang timbul dari

pengembangan (atau dari tahapan pengembangan
satu kegiatan internal) harus diakui jika, dan



hanya Jika, Pemerintah Daerah dapat

memperlihatkan seluruh kondisi dibawah ini :

a. Kelayakan teknis atas penyelesaian Aset Tidak
Berwujud sehingga dapat tersedia untuk
digunakan atau dimanfaatkan;

b. Keinginan untuk menyelesaikan dan
menggunakan atau memanfaatkan Aset Tidak
Berwujud tersebut;

c. Kemampuan untuk menggunakan dan
memanfaatkan Aset Tidak Berwujud tersebut;

d. Manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa
datang;

e. Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan,
dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan
pengembangan dan benggunaan atau
pemanfaatkan Aset Tidak Berwujud tersebut;

f- Kemampuan untuk mengukur secara memadai
pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke
Aset Tidak Berwujud selama masa
pengembangan.

28.Apabila telah memenuhi kriteria di atas dan

29.

30.

ditetapkan menjadi Aset Tidak Berwujud, maka
hanya pengeluaran yang terjadi setelah seluruh
kriteria tersebut tercapai yang dapat dikapitalisasi
menjadi nilai perolehan, sedangkan pengeluaran
yang terjadi sebelum memenuhi kriteria tersebut
dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.
Satu hal yang paling krusial di dalam menentukan
apakah sesuatu dapat ditetapkan sebagai Aset Tidak
Berwujud adalah penentuan apakah aset tersebut dapat
dianggap mempunyai atau akan menghasilkan manfaat
ekonomi atau sosial serta jasa potensial di masa yang
akan datang. Untuk menetapkan apakah suatu
kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi
dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas
harus mampu mengidentifikasi mengenai:

a. Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan
diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;

b. Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial
tersebut;

c. Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas
atau pihak lain;

d. Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan

adalah:

a. Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses
produksi prototipe atau model,

b. Desain, konstruksi dan pengoperasian proyek
percobaan proses produksi yang belum Dberjalan
pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk
produksi komersial;

c. Desain, konstruksi dan percobaan beberapa
alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk,
proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru
atau sedang dikembangkan.



31.

Pada praktek terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh
suatu entitas tertentu namun dana ini dapat
dipergunakan untuk membiayai penelitian yang
dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga
penelitian dan pengembangan.

32.Sesuai dengan konsep biaya dalam pemerintahan

33.

dan konsep entitas maka entitas yang memiliki
anggaran adalah yang berhak mencatat aset
apabila dari biaya yang dikeluarkan dari anggaran
tersebut menghasilkan aset walaupun
penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain.

Namun demikian instansi pemerintah yang memberikan
dana tidak dapat serta merta mengakui Aset Tidak
Berwujud tersebut, karena sesuai dengan karakteristik
pengakuan Aset Tidak Berwujud yang berasal dari
Penelitian dan Pengembangan, pengakuan terhadap
Aset Tidak Berwujud tersebut adalah harus sesuai
dengan  kriteria  pengakuan yaitu pada saat
pengembangan sudah dapat dianggap mempunyai
manfaat ekonomi dan/atau jasa potensial dimasa yang
akan datang. Biaya Perolehan Aset Tidak Berwujud yang
dihasilkan secara internal dari pengembangan adalah
sejumlah pengeluaran yang dilakukan sejak tanggal
Aset Tidak Berwujud pertama kali memenuhi kriteria
pengakuan. Sehingga tidak semua biaya penelitian yang
telah dikeluarkan diakui sebagai Aset Tidak Berwujud.
Dengan demikian harus ada penjelasan yang memadai
dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai hal
ini.

Perlakuan Khusus Untuk Software Komputer
34.Dalam pengakuan software komputer sebagai Aset

Tidak Berwujud, ada beberapa hal yang perlu

diperhatikan:

a. Untuk software yang diperoleh atau dibangun
oleh internal Pemerintah Daerah dapat dibagi
menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh
Pemerintah Daerah sendiri atau oleh pihak
ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan
oleh Pemerintah Daerah sendiri dimana
biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai
perolehan dari software tersebut maka untuk
software seperti ini tidak perlu diakui sebagai
Aset Tidak Berwujud, selain itu software seperti
ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada
perlindungan hukum hingga dapat
dipergunakan siapa saja, maka salah satu
kriteria dari pengakuan Aset Tidak Berwujud
yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi
tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk software
yang dibangun sendiri yang dapat diakui
sebagai Aset Tidak Berwujud adalah yang
dikontrakkan kepada pihak ketiga.

b. Dalam kasus perolehan software secara
pembelian, harus dilihat secara kasus per
kasus. Untuk  pembelian software yang
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diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat oleh pemerintah maka software
seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Di
lain pihak apabila ada software yang dibeli oleh
pemerintah untuk digunakan sendiri namun
merupakan bagian integral dari suatu hardware
(tanpa software tersebut, hardware tidak dapat
dioperasikan), maka software tersebut diakui
sebagai bagian harga perolehan hardware dan
dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.
Biaya perolehan untuk software program yang
dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan
hardware harus dikapitalisasi sebagai Aset
Tidak Berwujud setelah memenuhi kriteria
perolehan aset secara umum.

35. Software komputer dianggap dihasilkan secara internal
jika diperoleh atau diproduksi oleh pemerintah atau
suatu entitas yang dikontrak oleh pemerintah. Software
komputer harus dianggap dihasilkan secara internal
jika dikembangkan oleh instansi pemerintah atau oleh
kontraktor pihak ketiga atas nama pemerintah.

36. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan
software komputer yang dihasilkan secara internal
dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

a. Tahap awal proyek
Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep
dan evaluasi alternatif, penentuan teknologi yang
dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap
alternatif untuk pengembangan software tersebut.

b. Tahap pengembangan aplikasi
Aktifitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi,
termasuk di dalamnya konfigurasi software dan
software interface, koding, menginstall ke hardware,
testing, dan konversi data yang diperlukan untuk
mengoperasionalkan software.

c. Tahap setelah implementasi/operasionalisasi
Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi
data yang tidak diperlukan wuntuk operasional
software dan pemeliharaan software.

37.Semua pengeluaran yang terkait dengan aktifitas
pada tahap awal proyek harus menjadi beban pada
saat terjadinya. Sedangkan semua pengeluaran
pada tahap pengembangan aplikasi harus
dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi
sebagai berikut:

a. Pengeluaran terjadi setelah tahap awal proyek
selesai; dan

b. Pemerintah Daerah berkuasa dan berjanji untuk
membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas

pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi
harus dianggap sebagai beban pada saat
terjadinya.

38.Perlakuan akuntansi untuk software yang
diperoleh secara pembelian adalah sebagai berikut:
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a. Perolehan software yang memiliki ijin
penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan,
maka nilai perolehan software dan biaya
lisensinya harus dikapitalisasi sebagai Aset
Tidak Berwujud. Sedangkan perolehan software
yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat
kurang dari atau sampai dengan 12 bulan,
maka nilai perolehan software tidak perlu
dikapitalisasi tetapi diakui sebagai beban pada
tahun perolehannya.

b. Software yang diperoleh hanya dengan
membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa
manfaat lebih dari 12  bulan harus
dikapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud.
Software yang diperoleh hanya dengan
membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari
atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu
dikapitalisasi tetapi diakui sebagai beban pada
tahun perolehannya.

c. Software yang tidak memiliki pembatasan ijin
penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari
12 bulan harus dikapitalisasi. Software yang
tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan
masa manfaatnya kurang dari atau sampai
dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi
tetapi diakui sebagai beban pada tahun
perolehannya.

39. Pada kebanyakan kasus, sifat alamiah Aset Tidak
Berwujud adalah tidak adanya penambahan nilai
terhadap Aset Tidak Berwujud tertentu atau
penggantian dari sebagian Aset Tidak Berwujud
dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu,
kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari Aset
Tidak Berwujud mungkin dimaksudkan untuk
memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa
datang atau jasa potensial yang terkandung dalam Aset
Tidak Berwujud dimaksud dan tidak lagi merupakan
upaya untuk memenuhi definisi Aset Tidak Berwujud
dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali
sulit untuk mengatribusikan secara langsung
pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu Aset
Tidak Berwujud tertentu sehingga diperlakukan sebagai
biaya operasional suatu entitas. Namun demikian,
apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan
yang dapat diatribusikan langsung terhadap Aset Tidak
Berwujud tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat
dikapitalisasi ke dalam nilai Aset Tidak Berwujud
dimaksud.

40.Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah
perolehan terhadap software komputer harus
memenuhi salah satu kriteria ini:

a. Meningkatkan fungsi software;

b. Meningkatkan efisiensi software.

41. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi
salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus
dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat
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terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan
terhadap software yang sifatnya hanya mengembalikan
ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi
software dalam rangka memperbaiki untuk dapat
dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.
42. Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari
software pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada
adalah  pengeluaran untuk  perpanjangan  ijin
penggunaan/lisensi dari software atau up grade dari
versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang
lebih mendekati kepada perolehan software baru.
43. Perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:
a. Pengeluaran setelah perolehan berupa
perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari
atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu
dikapitalisasi.

b. Pengeluaran setelah perolehan berupa
perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari
12 bulan harus dikapitalisasi.

Perlakuan Untuk Hak Paten

44. Hak Paten adalah salah satu jenis Aset Tidak Berwujud
yang kemungkinan dapat dimiliki oleh Pemerintah
Daerah yang perolehannya dapat berasal dari hasil
Kajian dan Pengembangan atas penelitian yang
dilakukan Pemerintah Daerah atau pendaftaran atas
suatu  kekayaan/warisan  budaya/sejarah  yang
dimiliki.

45. Hak Paten yang diperoleh wuntuk melindungi
terhadap kekayaan/warisan budaya/sejarah,
diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas
Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk
mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya
dokumen tersebut, Pemerintah Daerah dapat
mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu
dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya,
kemudian dijelaskan secara memadai dalam
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

46. Hak Paten dari hasil kajian/pengembangan yang
dalam proses pendaftaran dan dokumen sumber
belum terbit, maka Pemerintah Daerah mengakui
sebagai Hak Paten terlebih dahulu sebesar biaya
pendaftaran ditambah nilai hasil
kajian/pengembangan yang telah dikapitalisasi
sebagai Aset Tidak  Berwujud, kemudian
dijelaskan secara memadai dalam CaLK.

Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan

47. Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara
internal yang jangka waktu penyelesaiannya
melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan
pengembangannya melewati tanggal pelaporan,
pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka
pengembangan tersebut sampai dengan tanggal
pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak
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Berwujud dalam pengerjaan (Intangible Asset-Work
In Progress), dan setelah pekerjaan selesai
kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak
Berwujud yang bersangkutan.

PENGUKURAN ASET TIDAK BERWUJUD

48.Aset Tidak Berwujud pada awalnya diukur dengan
harga perolehan, kecuali ketika Aset Tidak
Berwujud diperoleh dengan cara selain pertukaran
yang awalnya diukur dengan nilai wajar.

Pengukuran Aset Tidak Berwujud Yang Diperoleh
Melalui Pembelian

49.Aset Tidak Berwujud yang diperoleh melalui
pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan.
Bila Aset Tidak Berwujud diperoleh secara
gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing
aset, yaitu dengan mengalokasikan harga
gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai
wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

50. Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan
pembelian biasanya dapat diukur secara memadai,
khususnya bila berkenaan dengan kas atau aset
moneter lainnya.Biaya untuk memperoleh ATB dengan
pembelian terdiri dari:

a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak,
setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara
langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi
yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk
penggunaan yang dimaksudkan.

51. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara
langsung adalah :

a. Biaya staff yang timbul secara langsung agar aset
tersebut dapat digunakan;

b. Biaya professional yang timbul secara langsung agar
aset tersebut dapat digunakan;

c. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut
dapat berfungsi secara baik.

52. Contoh dari biaya yang bukan merupakan unsur Aset
Tidak Berwujud adalah:

a. Biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa
baru (termasuk biaya advertising dan promosi);

b. Biaya untuk melaksanakan operasi pada lokasi baru
atau sehubungan dengan pemakai (user) baru atas
suatu jasa (misalnya biaya pelatihan pegawai);

c. Biaya administrasi dan overhead umum lainnya.

Pengukuran Aset Tidak Berwujud Yang Diperoleh

Melalui Pertukaran

53.Perolehan Aset Tidak Berwujud dari pertukaran
aset yang dimiliki Pemerintah Daerah  dinilai
sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan.
Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran,
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misalnya kas, pengukuran dinilai sebesar aset
yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang
diserahkan.

Pengukuran Aset Tidak Berwujud Yang Diperoleh
Melalui Kerjasama

54.Hasil berupa Aset Tidak Berwujud dari kerjasama
antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan
biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang
menerima Aset Tidak Berwujud tersebut sesuai
dengan perjanjian dan atau peraturan yang
berlaku.

Pengukuran Aset Tidak Berwujud Yang Diperoleh
Melalui Donasi/Hibah

55.Aset Tidak Berwujud yang diperoleh dari
donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar
pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut
akan sangat andal bila didukung dengan bukti
perpindahan kepemilikannya secara hukum,
seperti adanya akta hibah.

Pengukuran Aset Tidak Berwujud Yang Diperoleh
Melalui Pengembangan Secara Internal

56.Aset Tidak Berwujud yang diperoleh dari
pengembangan secara internal, misalnya hasil dari
kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat
pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar
biaya perolehan yang meliputi biaya yang
dikeluarkan sejak ditetapkannya Aset Tidak
Berwujud tersebut memiliki masa manfaat di masa
yang akan datang.

57.Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya
telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh
diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak
Berwujud di kemudian hari.

58.Terhadap Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari
pengembangan software komputer yang memerlukan
tiga tahap sebagaimana dimaksud dalam paragraf 36,
tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap
pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria
dimaksud. Kapitalisasi dinilai sebesar pengeluarannya.

Pengukuran Aset Budaya/Bersejarah Tak Berwujud
(Intangible Heritage Assets)

59.Aset Tidak Berwujud yang berasal dari aset
bersejarah (heritage assets) tidak diharuskan untuk
disajikan di neraca namun aset tersebut harus
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. Namun apabila Aset Tidak Berwujud
bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh

15



hak paten maka hak patennya dicatat di neraca
sebesar nilai pendaftarannya.

PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSEQUENT
MEASUREMENT) TERHADAP PENGAKUAN AWAL

60.

61.

Pada umumnya pengeluaran setelah perolehan dari Aset
Tidak Berwujud mungkin dimaksudkan untuk
memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa
datang atau jasa potensial yang terkandung dalam Aset
Tidak Berwujud dimaksud dan tidak lagi merupakan
upaya untuk memenuhi definisi Aset Tidak Berwujud
dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali
sulit untuk  mengatribusikan secara langsung
pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu Aset
Tidak Berwujud tertentu sehingga diperlakukan sebagai
biaya operasional Pemerintah Daerah.

Apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan
yang dapat diatribusikan langsung terhadap Aset
Tidak Berwujud, maka pengeluaran tersebut dapat
dikapitalisasi ke dalam nilai Aset Tidak Berwujud.
Biaya yang telah diakui sebagai beban tidak dapat
dikapitalisasi ke dalam Aset Tidak Berwujud.

Amortisasi

62.Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak

63.

Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan
rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat
Aset Tidak Berwujud dapat dipengaruhi oleh
berbagai Sfaktor yang semuanya harus
diperhitungkan dalam penetapan periode
amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi
oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.
Untuk menerapkan amortisasi, Pemerintah Daerah
harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak
berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika
terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau
jumlah unit serupa yang dihasilkan, selama masa
manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui Pemerintah
Daerah  memiliki masa manfaat tak terbatas jika,
berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak
ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang
mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi
Pemerintah Daerah.

64.Amortisasi suatu Aset Tidak Berwujud dengan

65.

masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset
tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut
sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan
sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.

Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam
suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka
beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok
aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah
tercatatnya.
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66.Amortisasi Aset Tidak Berwujud hanya dapat

diterapkan terhadap Aset Tidak Berwujud yang
memiliki masa manfaat terbatas. Amortisasi untuk
Aset Tidak Berwujud tersebut dilakukan dengan
metode garis lurus (straight line method). Rumusan
perhitungan amortisasi dengan metode garis lurus
(straight line method) untuk setiap periode adalah
sebagai berikut :

Biaya Perolehan Aset Tidak Berwujud —

Amortisasi per periode = Nilai Sisa

Masa manfaat

66.a Untuk Aset Tetap tak berwujud yang masa

manfaatnya sulit diestimasi, Amortisasi untuk Aset
Tidak Berwujud tersebut dilakukan dengan metode
garis lurus (straight line method) dengan
perhitungan masa manfaat amortisasi ditetapkan
selama 5 (lima) tahun atau tarif penyusutan perbulan
dari nilai yang dapat disusutkan 1/60 atau 1,667%.
Rumusan perhitungan amortisasi dengan metode
garis lurus (straight line method) untuk setiap
periode adalah sebagai berikut :

Biaya Perolehan Aset Tidak Berwujud -

Amortisasi per periode = Nilai Sisa

60 Bulan

67.Amortisasi per periode adalah nilai yang

disesuiakan atau dikurangkan pada nilai buku
Aset Tidak Berwujud untuk setiap periode
pemakaian aset tetap. Periode perhitungan
amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah setiap
bulan.

68.Biaya perolehan Aset Tidak Berwujud merupakan

harga perolehan atau nilai wajar Aset Tidak
Berwujud.

69.Masa manfaat merupakan estimasi umur

70.

71.

pemakaian Aset Tidak Berwujud yang diharapkan
memberikan manfaat ekonomis bagi Pemerintah
Daerah dalam menjalankan kegiatan operasional
pemerintahan atau pelayanan kepada masyarakat.
Masa manfaat setiap jenis Aset Tidak Berwujud
tidak sama tergantung pada beberapa faktor
antara lain pembatasan oleh ketentuan hukum,
peraturan, atau kontrak.

Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang
terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan
masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama
masa manfaat atau masa secara hukum mana yang
lebih pendek.

Periode amortisasi ditinjau setidaknya setiap akhir
tahun buku. Jika perkiraan masa manfaat aset
berbeda secara signifikan dengan estimasi-estimasi
sebelumnya, periode amortisasi harus disesuaikan.
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72.Nilai sisa dari Aset Tidak Berwujud dengan masa

manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai

nihil, kecuali:

a. Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang
akan mengambil alih Aset Tidak Berwujud
pada akhir masa manfaat; atau

b. Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan:

1) Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi
pasar tersebut

2) Besar kemungkinannya bahwa pasar
tersebut masih ada pada akhir masa
manfaat

Jumlah amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan
masa manfaat yang terbatas dihitung setelah
dikurangi nilai sisa. Nilai sisa selain nihil
mengindikasikan bahwa entitas mengharapkan
untuk melepas Aset Tidak Berwujud tersebut
sebelum akhir masa ekonominya.

73.Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak

74.

terbatas (seperti goodwill, merek dagang, waralaba
dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi
waralaba, dll) tidak boleh diamortisasi.

Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak
diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk
menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus
mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika
tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak
terbatas menjadi terbatas harus dibukukan atau sesuai
dengan perubahan dalam perkiraan akuntansi.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TIDAK
BERWUJUD (RETIREMENT AND DISPOSAL)

75.

Aset Tidak Berwujud diperoleh dengan maksud untuk
digunakan dalam mendukung kegiatan Pemerintah
Daerah. Namun demikian, pada saatnya suatu Aset
Tidak Berwujud harus dihentikan dari penggunaannya.
Alasan penghentian penggunaan Aset Tidak Berwujud
antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau
berakhirnya masa manfaat Aset Tidak Berwujud
sehingga perlu diganti dengan yang baru.

76.Secara umum, penghentian Aset Tidak Berwujud

77.

dilakukan pada saat dilepaskan atau Aset Tidak
Berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat
ekonomi masa depan yang diharapkan dari
penggunaan atau pelepasannya. Akun Aset Tidak
Berwujud yang dihentikan penggunaannya harus
ditutup.

Apabila suatu Aset Tidak Berwujud tidak dapat
digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai
dengan kebutuhan Pemerintah Daerah yang makin
berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah
berakhir, maka Aset Tidak Berwujud tersebut
hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa
depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.
Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi
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78.

dapat dilepaskan, namun harus melalui proses
pengelolaan barang milik daerah yang disebut disebut
penghapusan.

Dalam hal penghentian Aset Tidak Berwujud
merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara
dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya
transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tidak
Berwujud yang bersangkutan habis disusutkan, maka
selisih antara harga jual atau harga pertukarannya
dengan nilai buku Aset Tidak Berwujud terkait
diperlakukan sebagai surplus atau defisit penjualan
aset non lancar yang dilaporkan pada Laporan
Operasional, dan penerimaan kas akibat penjualan
dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada
Laporan Realisasi Anggaran.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

79.Aset Tidak Berwujud disajikan dalam neraca

sebagai bagian dari Aset Lainnya.

80.Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal

sebagai berikut untuk setiap golongan Aset Tidak
Berwujud, dengan membedakan antara Aset Tidak
Berwujud yang dihasilkan secara internal dan Aset
Tidak Berwujud lainnya:

a. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang
digunakan;

b. Metode amortisasi yang digunakan, jika Aset
Tidak Berwujud terbatas masa manfaatnya;

c. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi
(yang digabungkan dengan akumulasi rugi
penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;

d. Unsur pada laporan keuangan yang di
dalamnya terdapat amortisasi Aset Tidak
Berwujud; dan

e. Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan
akhir periode yang menunjukkan:

1) Penambahan aset tidak berwujud yang
terjadi, dengan mengungkapkan secara
terpisah penambahan yang berasal dari
pengembangan di dalam Pemerintah

Daerah;

2) Penghentian dan pelepasan aset tidak
berwujud;

3) Amortisasi yang diakui selama periode
berjalan;

4) Perubahan lainnya dalam nilai tercatat
selama periode berjalan.

81.Disamping informasi-informasi di atas, entitas

pelaporan dan entitas akuntansi juga perlu
melaporkan perubahan-perubahan terhadap:

a. Periode amortisasi;

b. Metode amortisasi; atau

c. Nilai sisa.

82.Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan :
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a. Alasan penentuan atau faktor-faktor penting
penentuan masa manfaat suatu aset tidak
berwujud;

b. Penjelasan, nilai tercatat, dan periode
amortisasi yang tersisa dari setiap aset tidak
berwujud yang material bagi laporan keuangan
secara keseluruhan;

c. Keberadaan ATB yang dimiliki bersama.

83.Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah
keseluruhan pengeluaran riset dan pengembangan
yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan.

Pengeluaran riset dan pengembangan terdiri atas

semua pengeluaran yang dapat dikaitkan secara

langsung dengan kegiatan riset dan pengembangan
atau yang dapat dialokasikan, secara rasional dan
konsisten pada kegiatan-kegiatan tersebut.

84.Entitas pelaporan dan entitas akuntansi juga perlu
mengungkapkan gambaran mengenai setiap aset
tidak berwujud yang sudah sepenuhnya
diamortisasi yang masih digunakan.

TANGGAL EFEKTIF

85.Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini
berlaku efektif untuk laporan keuangan atas
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai
Tahun Anggaran 2015.

Diantara angka 39 dan angka 40 Lampiran XV disisipkan 3
(tiga) angka yakni angka 39.a, angka 39.b dan angka 39.c
sehingga Lampiran XV berbunyi sebagai berikut :

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 14
AKUNTANSI KEWAJIBAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan
miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang
harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah.
PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur
perlakuan  akuntansi kewajiban  meliputi saat
pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi utang,
dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap
kewajiban tersebut.

Ruang Lingkup
2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh
unit Pemerintahan Daerah yang menyajikan

laporan keuangan untuk tujuan umum dan
mengatur tentang perlakuan  akuntansinya,
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termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan

pengungkapan yang diperlukan.

3. Kebijakan Akuntansi ini mengatur:

a. Akuntansi Kewajiban Pemerintah Daerah
termasuk kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan
dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.

b. Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman
dalam mata uang asing.

c. Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang
timbul dari restrukturisasi pinjaman.

d. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul
dari utang Pemerintah Daerah.

Huruf (b), (c), dan (d) diatas berlaku sepanjang

belum ada pengaturan khusus dalam kebijakan

tersendiri mengenai hal-hal tersebut
4. Kebijakan Akuntansi ini tidak mengatur :

a. Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan Kewajiban
Kontinjensi.

b. Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas
Lindung Nilai.

c. Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas
transaksi selain dari transaksi pinjaman yang
didenominasi dalam suatu mata uang asing seperti
pada paragraf 3(b).

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan
dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:
Amortisasi utang adalah alokasi sistematis dari
premium atau diskonto selama umur utang
Pemerintah Daerah.

Aset Tertentu yang memenuhi syarat (Qualifying
Asset), selanjutnya disebut Aset Tertentu adalah
aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama
agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai
dengan tujuannya.

Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya
yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah
sehubungan dengan peminjaman dana.

Debitur adalah pihak yang menerima utang dari
kreditur.

Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai
kini kewajiban (present value,) dengan nilai jatuh
tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat
bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga
efektif.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang
terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau
entitas pelaporan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggung-jawaban
berupa laporan keuangan.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa
masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan
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aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah

Daerah.

Kreditur adalah pihak yang memberikan utang

kepada debitur.

Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang

waktu dan jumlahnya belum pasti.

Kewajiban kontinjensi adalah:

a. kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa
masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti
dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu
peristiwa atau lebih pada masa datang yang
tidak sepenuhnya berada dalam kendali
Pemerintah Daerah; atau

b. kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa
lalu, tetapi tidak diakui karena:

1) tidak terdapat kemungkinan besar (not
probable,) Pemerintah Daerah mengeluarkan
sumber daya yang mengandung manfaat
ekonomis untuk menyelesaikan
kewajibannya; atau

2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat
diukur secara andal.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Metode garis lurus adalah metode alokasi premium

atau diskonto dengan jumlah yang sama sepanjang

periode sekuritas utang Pemerintah Daerah.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban Pemerintah

Daerah pada saat pertama kali transaksi

berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar

surat utang Pemerintah Daerah.

Nilai tercatat (carrying amount) kewajiban adalah

nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai

nominal setelah dikurangi atau ditambah
diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

Obligasi Daerah adalah Surat Utang Daerah yang

berjangka waktu lebih dari 12 (dua betas) bulan

dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga
secara diskonto.

Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK,

merupakan utang Pemerintah Daerah kepada

pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah

Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan

lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan

Taperum.

Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai

kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh

tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat
bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga
efektif.

Restrukturisasi Utang adalah kesepakatan antara

kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-

syarat perjanjian utang dengan atau tanpa
pengurangan jumlah utang, dalam bentuk:
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a. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang
lama termasuk tunggakan dengan utang baru;
atau

b. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan
utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi
kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan
utang dapat berbentuk:
1)Perubahan jadwal pembayaran,
2)Penambahan masa tenggang, atau
3)Menjadwalkan kembali rencana pembayaran

pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau
tertunggak.

Sekuritas utang Pemerintah Daerah adalah surat

berharga berupa surat pengakuan utang oleh

pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan
dan mempunyai nilai jatuh tempo atau nilai
pelunasan pada saat diterbitkan, misalnya Surat

Utang Daerah.

Surat Perbendaharaan Daerah adalah Surat Utang

Daerah yang berjangka waktu sampai dengan 12

(dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara

diskonto.

Surat Utang Daerah adalah surat berharga yang

berupa surat pengakuan utang dalam mata uang

rupiah maupun valuta asing yang dijamin
pembayaran pokok utang dan bunganya oleh

Pemerintah  Daerah, sesuai dengan masa

berlakunya.

Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang

karena ketidakmampuan entitas membayar pokok

utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.

UMUM

6. Karakterisitik utama  kewajiban adalah bahwa
Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban sampai saat
ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan
pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan
datang.

7. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi
pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk
bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan,
kewajiban muncul antara lain karena penggunaan
sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat,
lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau
lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah
juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang
bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat
luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi,
kelebihan setoran pajak  dari  wajib pajak,
alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau
kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

8. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum
sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau
peraturan perundang-undangan.
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KLASIFIKASI KEWAJIBAN

9.

10.

11.

12.

13.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap
pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang
diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12
(dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas)
bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban
keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan
solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang
tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak
ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk
mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai
kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai
kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan. Semua kewajiban lainnya
diklasifikasikan sebagai kewajiban  jangka
panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan
cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban
jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau
utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang
akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan
berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban
yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman,
utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar
utang jangka panjang.

14.Pemerintah Daerah tetap mengklasifikasikan

15.

16.

kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban

tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam

waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan jika:

a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode
lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan

b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali
(refinance,) kewajiban tersebut atas dasar
Jjangka panjang; dan

c. maksud tersebut didukung dengan adanya
suatu perjanjian pendanaan kembali
(refinancing), atau adanya penjadwalan kembali
terhadap pembayaran, yang diselesaikan
sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari

kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf di

atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung

penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi

pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat

didanai kembali (refinancing) atau digulirkan (rollover)

berdasarkan  kebijakan  entitas  pelaporan dan
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17.

diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas.
Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk
menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang
dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan
kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus
tidak adanya persetujuan pendanaan kembali),
pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan
secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan
sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas
perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan
laporan keuangan membuktikan bahwa substansi
kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka
panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan
persyaratan tertentu (covenant) yang menyebabkan
kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka
pendek (payable on demand) jika persyaratan tertentu
yang terkait dengan posisi keuangan peminjam
dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat
diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang
hanya jika:

a. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak
meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya
pelanggaran, dan

b. terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi
pelanggaran  berikutnya dalam waktu 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

PENGAKUAN KEWAJIBAN

18.Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa

19.

20.

21.

pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan
untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai
saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban
tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat
diukur dengan andal.

Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi
transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban.
Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi
keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa
mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam
suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi
suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal
yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan
lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain,
bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena
ketidaksengajaan.

Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang
mempunyai nilai. Transaksi mungkin berupa transaksi
dengan pertukaran dan tanpa pertukaran. Pembedaan
antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa
pertukaran sangat penting untuk menentukan titik
pengakuan kewajiban.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman
diterima oleh Pemerintah Daerah dan/atau

25



22.

dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan
kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban
timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

a. transaksi dengan pertukaran (exchange
transactions);

b. transaksi tanpa pertukaran (non-exchange

transactions), sesuai hukum yang beriaku dan
kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar
sampai dengan saat tanggal pelaporan;

c. kejadian yang Dberkaitan dengan pemerintah
(government-related events);dan

d. kejadian yang diakui pemerintah (government-
acknowledged events).

23.Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika

24.

masing-masing pihak dalam transaksi tersebut
mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai
gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas
sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber
daya. Dalam transaksi dengan pertukaran,
kewajiban diakui ketika satu pihak menerima
barang atau jasa sebagai ganti janji wuntuk
memberikan uang atau sumber daya lain di masa
depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah
saat pegawai Pemerintah Daerah memberikan jasa
sebagai  penukar/ganti dari kompensasi yang
diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai
lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena
kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja)
menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban
kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa
telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya
yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

25.Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika

26.

satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai
tanpa  secara langsung memberikan atau
menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada
satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk
transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban
harus diakui atas jumlah terutang yang belum
dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan
khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan
transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat
membuat program pemindahan kepemilikan atau
memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke
Pemerintah Daerah, persyaratan pembayaran
ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan
bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

27.Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah

adalah kejadian yang tidak didasari transaksi
namun berdasarkan adanya interaksi antara
Pemerintah Daerah dan lingkungannya. Kejadian
tersebut mungkin berada di luar kendali
Pemerintah Daerah. Secara umum suatu kewajiban
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28.

diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang
berkaitan dengan Pemerintah Daerah, dengan basis
yang sama dengan kejadian yang timbul dari
transaksi dengan pertukaran.

Pada saat Pemerintah Daerah secara tidak sengaja
menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi
maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat
timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang
berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa
Pemerintah Daerah akan membayar kerusakan dan
sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi
dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan
tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang
disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan
Pemerintah Daerah.

29.Kejadian yang diakui Pemerintah Daerah adalah

30.

31.

kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada
transaksi namun kejadian tersebut mempunyai
konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Daerah
karena Pemerintah Daerah memutuskan untuk
merespon kejadian tersebut. Pemerintah Daerah
mempunyai tanggung  jawab luas untuk
menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu,
Pemerintah Daerah sering diasumsikan
bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang
sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal
yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari
berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas
nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya
menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerabh.
Namun biaya biaya tersebut belum dapat memenuhi
definisi kewajiban sampai Pemerintah Daerah
secara formal mengakuinya sebagai tanggung
jawab keuangan Pemerintah Daerah atas biaya
yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut
dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran
atau tanpa pertukaran.
Dengan kata lain Pemerintah Daerah seharusnya
mengakui kewajiban dan biaya untuk kondisi pada
paragraf 29 ketika keduanya memenuhi dua kriteria
berikut :
a. Badan Legislatif (DPRD) telah menyetujui atau
mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan,
b. transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat
kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah
transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada
tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung
ke korban bencana).
Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban
dari kejadian yang diakui Pemerintah Daerah. Suatu
kerusakan akibat bencana alam di suatu kecamatan
dan DPRD  mengotorisasi  pengeluaran  untuk
menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini
merupakan konsekuensi keuangan dari Pemerintah
Daerah karena memutuskan untuk menyediakan
bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi
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yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi
sumbangan Pemerintah Daerah ke masing-masing
individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh
Pemerintah Daerah, diakui sebagai transaksi dengan
pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus
transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk
barang dan jasa yang disediakan untuk Pemerintah
Daerah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan
diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran,
suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang
yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban
tersebut meliputi jumlah tagihan ke Pemerintah Daerah
untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah
disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada
tanggal pelaporan Pemerintah Daerah.

PENGUKURAN KEWAJIBAN
32. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban

33.

34.

dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan
dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang
asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada
tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai
kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali
transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada
lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi
setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan
penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing,
dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar,
diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat
kewajiban tersebut.

Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban
mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal
untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan
keuangan.

Utang kepada Pihak Ketiga (Account Payable)

35.Pada saat Pemerintah Daerah menerima hak atas

36.

barang, termasuk barang dalam perjalanan yang
telah menjadi haknya, Pemerintah Daerah harus
mengakui kewajiban atas jumlah yang belum
dibayarkan untuk barang tersebut berdasarkan
surat perjanjian/kontrak.

Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan
sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak
perjanjian dengan Pemerintah Daerah, jumlah yang
dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan
pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan
pekerjaan.

37.Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi

antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan
kewajiban kepada unit nonpemerintahan.
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Utang Bunga (Accrued Interest)

38.Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah harus

39.

dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan
belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari
utang Pemerintah Daerah baik dari dalam maupun
luar negeri. Utang bunga atas utang Pemerintah
Daerah yang belum dibayar harus diakui pada
setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari
kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian, utang bunga di atas juga
berlaku untuk sekuritas pemerintah yang diterbitkan
oleh pemerintah daerah dalam bentuk dan substansi
yang sama dengan Surat Utang Negara (SUN).

Pendapatan Diterima Dimuka

39.a

39.b

39.c

Pemerintah Daerah kadangkala menerima pendapatan
baik dari pajak daerah, retribusi daerah, sewa kekayaan
daerah, penjualan atau penerimaan lainnya untuk
beberapa periode. Penerimaan yang belum menjadi hak
Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran berjalan
tetapi merupakan pembayaran untuk tahun anggaran
berikutnya disebut pendapatan diterima dimuka.
Pendapatan berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan
sewa kekayaan daerah yang memiliki jangka waktu
lebih dari satu tahun anggaran apabila pembayaran
didalamnya terdapat untuk tahun anggaran berikutnya
maka pembayaran untuk tahun anggaran berikutnya
yang diterima oleh Pemerintah Daerah merupakan
pendapatan diterima dimuka, demikian pula apabila
Pemerintah Daerah menerima pembayaran dari
penjualan barang atau jasa, tetapi Pemerintah Daerah
belum menyerahkan seluruh barang atau jasa maka
nilai penjualan barang atau jasa yang belum diserahkan
merupakan pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan diterima dimuka pada akhir periode
pelaporan dicatat sebesar jumlah penerimaan yang
menjadi hak untuk periode-periode berikutnya dan
atau sebesar nilai barang atau jasa yang belum
diserahkan oleh Pemerintah Daerah tetapi telah
diterima pembayarannya.

Termasuk dalam kategori pendapatan diterima dimuka
adalah penerimaan untuk satu tahun tetapi sebagian
merupakan hak periode tahun berjalan dan sebagian
hak untuk periode tahun depan, misalnya pajak
reklame untuk periode 1 Oktober 20X1 sampai dengan
30 September 20X2 sebesar Rp12.000.000,00. Hak
untuk periode berjalan sebesar Rp3.000.000,00
sedangkan hak periode berikutnya sebesar
Rp9.000.000,00 diakui sebagai pendapatan diterima
dimuka per 31 Desember 20X1.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

40.Pada akhir periode pelaporan, saldo

pungutan/potongan berupa PFK yang belum
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disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada
laporan keuangan sebesar jumlah yang masih
harus disetorkan.

41.Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan
Pemerintah Daerah harus diserahkan kepada pihak lain
sejumlah yang sama dengan jumlah  yang
dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan
biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan
yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo
pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada
laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus
disetorkan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

42.Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan
untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah
jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12
(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

43. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka
Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang
yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam
waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Lancar Lainnya (Other Current Liabilities)

44. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar
yang tidak termasuk dalam kategori yang ada.
Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut
adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat
laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-
masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-
masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji
kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang
masih harus dibayarkan atas jasa yang telah
diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya
adalah penerimaan pembayaran di muka atas
penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah
kepada pihak lain.

Utang Pemerintah Daerah yang tidak Diperjualbelikan
dan yang Diperjualbelikan

45. Penilaian utang Pemerintah Daerah disesuaikan dengan
karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk:
a. Utang Pemerintah Daerah yang tidak
diperjualbelikan (Non-traded Debt)
b. Utang Pemerintah Daerah yang diperjualbelikan
(Traded Debt)

Utang Pemerintah Daerah yang tidak Diperjualbelikan

(non -Traded Debt)

46.Nilai nominal atas utang Pemerintah Daerah yang
tidak diperjualbelikan (non-traded debt) merupakan
kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar
pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam
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47.

48.

kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada
tanggal pelaporan.

Contoh dari utang Pemerintah Daerah yang tidak dapat
diperjualbelikan adalah pinjaman bilateral, multilateral,
dan lembaga keuangan international seperti IMF, World
Bank, ADB dan lainnya. Bentuk hukum dan pinjaman
ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (loan

agreement).
Untuk utang Pemerintah Daerah dengan tarif bunga
tetap, penilaian dapat menggunakan skedul

pembayaran (payment schedule) menggunakan tarif
bunga tetap. Untuk utang Pemerintah Daerah dengan
tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan
dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu
indeks lainnya, penilaian utang Pemerintah Daerah
menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga
tetap, kecuali tarif bunganya diestimasikan secara wajar
berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas
instrumen keuangan yang ada.

Utang Pemerintah Daerah yang Diperjualbelikan (Traded
Debt)

49.

50.

51.

52.

Akuntansi untuk utang Pemerintah Daerah dalam
bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat
mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari Pemerintah
Daerah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya
untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan
penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil
penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas
jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya dan
pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara
wajar kewajiban Pemerintah Daerah.

Utang Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan
biasanya dalam bentuk sekuritas utang pemerintah
(government debt securities) yang dapat memuat
ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.
Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai
sebesar nilai pari (original face value) dengan
memperhitungkan diskonto atau premium yang
belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah
yang dijual sebesar nilai pari (face) tanpa diskonto
ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari
(face). Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto
akan bertambah nilainya selama periode penjualan
dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual
dengan harga premium nilainya akan berkurang.
Sekuritas utang pemerintah daerah yang mempunyai
nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya
Obligasi Daerah, harus dinilai berdasarkan nilai yang
harus dibayarkan pada saat jatuh tempo (face value)
bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi
awal, instrumen pinjaman Pemerintah Daerah yang
dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di
bawah pari, maka penilaian selanjutnya
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memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau
premium yang ada.

53. Amortisasi atas diskonto atau premium menggunakan
metode garis lurus.

Perubahan Valuta Asing

54.Utang Pemerintah Daerah dalam mata uang asing
dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank
sentral saat terjadinya transaksi.

55. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering
disebut kurs spot (spot rate). Untuk alasan praktis,
suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi
sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank
sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk
seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika
kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs
rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.

56.Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter
dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata
uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah
bank sentral pada tanggal neraca.

57.Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam
mata uang asing antara tanggal transaksi dan
tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau
penurunan ekuitas dana periode berjalan.

58. Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban
dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada
Neraca untuk kewajiban yang berhubungan dan ekuitas
dana pada entitas pelaporan.

59. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul
dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka
seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode
tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu
transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi
yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk
setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan
perubahan kurs untuk masing-masing periode.

PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO

60.Untuk sekuritas utang Pemerintah Daerah yang
diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya
fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature,) dari
sekuritas tersebut atau karena memenuhi
persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan
pemegangnya maka perbedaan antara harga
perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus
diungkapkan pada Catatan atas Laporan
Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang
berkaitan.

61. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan
nilai tercatat (carrying value) maka penyelesaian
kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai
penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan
menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang
berhubungan.
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62.

Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan
nilai tercatat (carrying value) maka, selain penyesuaian
jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang terkait, jumlah
perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan
atas Laporan Keuangan.

TUNGGAKAN

63.Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah

64.

65.

66.

Daerah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur
(aging schedule) Kreditur pada Catatan atas
Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan
kewajiban.

Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang
telah jatuh tempo namun Pemerintah Daerah tidak
mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau
bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang
Pemerintah Daerah mungkin mempunyai saat jatuh
tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial
tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan
pembayaran kepada kreditur.

Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah
tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar
muka (face) laporan keuangan. Namun informasi
tunggakan Pemerintah Daerah menjadi salah satu
informasi yang menarik perhatian pembaca laporan
keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan
solvabilitas entitas.

Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus
diungkapkan didalam Catatan atas Laporan Keuangan
dalam bentuk Daftar Umur Utang.

RESTRUKTURISASI UTANG

67.Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi

68.

persyaratan utang, debitur harus mencatat
dampak restrukturisasi secara prospektif sejak
saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh
mengubah nilai tercatat utang pada saat
restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut
melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang
ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi
restrukturisasi ini harus diungkapkan pada
Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian
pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan
tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai
tercatat utang pada awal setiap periode antara saat
restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo.
Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat
diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah
pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan
dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang
kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat
bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan
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jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat
restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.

69. Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan
yang baru harus disajikan pada Catatan atas Laporan
Keuangan.

70.Jika jumlah pembayaran kas masa depan
sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru
utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun
untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat,
maka debitur harus mengurangi nilai tercatat
utang ke jumlah yang sama dengan jumlah
pembayaran kas masa depan sebagaimana yang
ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut
harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos
kewajiban yang berkaitan.

71.Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat
utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang
yang menyangkut pembayaran kas masa depan
yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran
kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai
tercatat utang.

72.Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan
baru dapat merupakan kontinjen, tergantung: peristiwa
atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, debitur
mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika
kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu
dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah
tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang
diatur pada akuntansi kontinjensi yang tidak diatur
dalam pernyataan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk
pembayaran kas masa depan yang seringkali harus
diestimasi.

Penghapusan Utang

73. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela
tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian
maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam
bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

74. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh
debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas
maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai
tercatatnya.

75.Jika penyelesaian satu utang yang nilai
penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya
dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada
paragraf 70 berlaku.

76.Jika penyelesaian suatu utang yang nilai
penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya
dilakukan dengan aset nonkas maka entitas
sebagai debitur harus melakukan penilaian
kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya
dan kemudian menerapkan paragraf 70, serta
mengungkapkan pada Catatan atas Laporan
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77.

78.

Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan
aset nonkas yang berhubungan.

Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus
mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai
akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang
merupakan selisih lebih antara:

a. Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah
nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga
terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau
biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan

b. Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

Penilaian kembali aset pada paragraf 76 akan
menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai
aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian
utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada
Catatan atas Laporan Keuangan.

BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG
PEMERINTAH DAERAH

79.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan  utang

Pemerintah Daerah adalah biaya bunga dan biaya

lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman

dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

a. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik
pinjaman  jangka pendek maupun jangka
panjang;

b. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait
dengan pinjaman;

c. Amortisasi biaya yang terkait dengan
perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli
hukum, commitment-fee, dan sebagainya,;

d. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata
uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan
sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

80.Biaya pinjaman yang secara langsung dapat

81.

82.

diatribusikan dengan perolehan atau produksi
suatu aset tertentu (qualifying asset) harus
dikapitalisasl sebagai bagian dari biaya perolehan
aset tertentu tersebut.

Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara
langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman
tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu
tersebut. Apabila biaya pinjaman terebut tidak dapat
diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu,
maka  kapitalisasi biaya  pinjaman = ditentukan
berdasarkan penjelasan pada paragraf 82.

Dalam keadaan tertentu sulit untuk
mengidentifikasikan adanya hubungan langsung antara
pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu
dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak
perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi.
Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih
dari satu kegiatan/proyek Pemerintah  Daerah.
Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas
menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan
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dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal
ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman
yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga
diperlukan pertimbangan profesional (professional
judgement) untuk menentukan hal tersebut.

83.Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak
secara khusus digunakan untuk perolehan aset
maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke
aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata
tertimbang (weighted average) atas akumulasi
biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama
periode pelaporan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

84.Utang Pemerintah Daerah harus diungkapkan
secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang
untuk memberikan informasi yang lebih baik
kepada pemakainya.

85.Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-
informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan adalah:

a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan
Jjangka panjang yang diklasifikasikan
berdasarkan pemberi pinjaman;

b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang
pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang
pemerintah dan jatuh temponya;

c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode
berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;

d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian
kewajiban sebelum jatuh tempo;

e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:

1) Pengurangan pinjaman;

2) Modifikasi persyaratan utang;

3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;

4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;

5) Pengurangan niiai jatuh tempo pinjaman; dan

6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai
dengan periode pelaporan.

f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan
dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan
kreditur.

g. Biaya pinjaman:

1) Perlakuan biaya pinjaman;

2)Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi
pada periode yang bersangkutan; dan

3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

TANGGAL EFEKTIF

86.Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif secara
bertahap untuk laporan keuangan atas
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mulai
Tahun Anggaran 201S5.
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3. Ketentuan angka 41 diubah dan diantara angka 41 dan
angka 42 Lampiran XIX disisipkan 2 (dua) angka, yakni
angka 4l.a dan angka 41.b sehingga Lampiran XIX
berbunyi sebagai berikut:

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 18
AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan
miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang
harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN
Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur
perlakuan akuntansi untuk Pendapatan-LO dan
informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam
laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam
penyajian seluruh Pendapatan-LO dalam laporan
keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan
disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan.
Kebijakan ini diterapkan untuk seluruh entitas
pelaporan dan entitas akuntansi tidak termasuk
perusahaan daerah.

3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang
pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang
meliputi:

a. Definisi;

b. Pengakuan;

c. Pengukuran; dan
d. Pengungkapan.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan
dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:
Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak

diperkenankannya pencatatan penerimaan
setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit
organisasi atau tidak diperkenankannya

pencatatan pengeluaran setelah dilakukan
kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
Basis Akrual adalah basis akuntansi yang
mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa
lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.
Entitas Akuntansi adalah unit Pemerintah Daerah
pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan
pada entitas pelaporan.
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Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintah Daerah
yang terdiri dari satu atau lebih entitas
akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan wayjib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan.

Pendapatan Hibah adalah pendapatan Pemerintah
Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari
pemerintah lainnya, perusahaan, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib
dan tidak mengikat serta tidak secara terus-
menerus.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa
penerimaan uang atau hak untuk menerima uang
oleh entitas pelaporan dari suatu entitas
pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan.

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa
atau beban luar biasa yang terjadi karena
kejadian atau transaksi yang bukan merupakan
operasi biasa,tidak diharapkan sering atau rutin
terjadi, dan berada di luar kendali atau
pengaruh entitas bersangkutan.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah

selisih lebih/kurang antara pendapatan-
operasional dan beban selama satu periode
pelaporan.

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara

pendapatan-LO dan beban selama satu periode
pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit
dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
Untunq/Ruqi Penjualan Aset merupakan selisih
antara nilai buku aset dengan harga jual aset.

UMUM

5. Karakteristik Pendapatan-LO adalah hak
Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar
kembali.

6. Hak Pemerintah Daerah berupa Pendapatan-LO
muncul karena :

a. Pendapatan-LO yang berasal dari hak
Pemerintah Daerah untuk melakukan
pemungutan atau penerimaan sesuai yang
diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Pendapatan-LO yang timbul dari pemungutan
terdiri dari :

1) Pendapatan Pajak Daerah
2) Pendapatan Retribusi Daerah
3) Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
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b. Perikatan. Pendapatan perikatan merupakan
hak pemerintah daerah yang timbul dari
berbagai perikatan antara instansi
Pemerintah Daerah dengan pihak lain, seperti
pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa,
dan kemitraan. Pendapatan Daerah yang
diperoleh dari perikatan timbul karena :
1)Pemberian Pinjaman
2)Jual Beli
3)Kemitraan
4) Pemberian Fasilitas/Jasa

c. Transfer antar pemerintahan. Pendapatan
transfer antar pemerintahan merupakan
pendapatan yang timbul dalam rangka
perimbangan keuangan. Pendapatan transfer
ini yang diterima oleh Pemerintah Daerah
dapat berupa transfer dari Pemerintah Pusat,
transfer dari Pemerintah Provinsi, atau
transfer dari Pemerintah Kabupaten/Kota
lainnya.Pendapatan transfer antar
pemerintah terdiri dari :

1) Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dan
Sumber Daya Alam

2)Pendapatan Dana Alokasi Umum

3)Pendapatan Dana Alokasi Khusus

4) Pendapatan Dana Otonomi Khusus

5)Pendapatan transfer lainnya

6)Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi

7)Pendapatan Transfer dari Pemerintah

Kabupaten/Kota lainnya.

8)Piutang Kelebihan Transfer

d. Kerugian daerah. Pendapatan dari kerugian
daerah timbul karena Tuntutan Ganti Rugi
dikenakan oleh atasan langsung kepada
orang, pegawai negeri ataupun bukan
pegawai negeri yang bukan bendaharawan
yang karena lalai atau perbuatan melawan
hukum mengakibatkan kerugian daerah.
Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK
kepada bendahara yang karena lalai atau
perbuatan melawan hukum mengakibatkan
kerugian daerah.

KLASIFIKASIPENDAPATAN-LO

7.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut:

a. Urusan pemerintahan daerah;

b. Organisasi; dan

c. Kelompok.

Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci
menurut:

a. Jenis;

b. Obyek; dan

c. Rincian obyek pendapatan.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut kelompok
pendapatan yang terdiri dari :
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a. Pendapatan Asli Daerah,
b. Dana Perimbangan, dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

10. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis
pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah.

11. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut
obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang
tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

12.Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang
mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada
perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas
penyertaan modal pada perusahaan milik
negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal
pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha
masyarakat.

13. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci
menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil
penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa
giro, pendapatan bunga, penerimaan komisi, potongan
ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah,
penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan
denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan
hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari
pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum,
pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan
penjualan.

14.Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi
menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak;
b. dana alokasi umum; dan
c. dana alokasi khusus.

15. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan
yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan
pajak/sumber daya alam.

16.Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek
pendapatan dana alokasi umum.

17.Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek
pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah.

18.Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :

a. Hibah;

b. Dana Darurat;

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah lainnya;

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus/ dan

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah lainnya.
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19. Kelompok pendapatan hibah berasal dari pemerintah,
pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi

swasta dalam  negeri, kelompok  masyarakat/
perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak
mengikat.

20. Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam
rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat
bencana alam.

21. Kelompok dana bagi hasil pajak dari provinsi dan
pemerintah daerah lainnya terdiri dari dana bagi hasil
pajak dari provinsi, dana bagi hasil pajak dari
kabupaten, dan dana bagi hasil pajak dari kota.

22. Kelompok dana penyesuaian dan dana otonomi khusus
terdiri dari dana penyesuaian dan dana otonomi
khusus.

23. Kelompok bantuan keuangan dari provinsi atau
pemerintah daerah lainnya terdiri dari bantuan
keuangan dari provinsi, bantuan keuangan dari
kabupaten, dan bantuan keuangan dari kota.

PENGAKUAN

24. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa
Pendapatan-LO yang berasal dari pendapatan asli
daerah, secara garis besar terdiri dari pendapatan
pajak, pendapatan retribusi, pendapatan daerah
lainnya.

25. Untuk dapat diakui sebagai Pendapatan-LO yang
berasal dari pendapatan asli daerah adalah :

a. Pendapatan yang memerlukan penetapan oleh
petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah
Daerah (official assessment), diakui sebagai
pendapatan harus memenuhi kriteria:

1) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau

2) Telah diterbitkan surat penagihan.

b. Pendapatan yang didahului dengan
penghitungan sendiri oleh wajib pajak atau
wayjib retribusi (self assessment), diakui sebagai
pendapatan jika :

1) Perhitungan yang dilanjutkan dengan
pembayaran oleh wajib pajak atau wajib
retribusi telah dilakukan pemeriksaan
terhadap nilai pajak atau retribusi yang
dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau
lebih bayar untuk kemudian dilakukan
penetapan. Pendapatan Pajak atau Retribusi
ini diakui ketika telah diterbitkan
penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas
pendapatan terkait.

2) Perhitungan sendiri oleh wajib pajak atau
wajib retribusi (self assessment) dan
dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib
pajak atau wajib retribusi tanpa
ditindaklanjuti dengan pemeriksaan
terhadap nilai pajak atau retribusi yang
dibayar, maka pendapatan diakui tetap
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berdasakan hasil Surat Ketetapan atau yang
dipersamakan.
c. Pendapatan yang tidak melalui penetapan
tetapi langsung ditagih atau diterima diakui
sebagai pendapatan apabila kas telah diterima
oleh Bendahara Penerimaan dan/atau telah
disetor ke Kas Daerah.
d. Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat
pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya
dan Pemerintah Daerah telah menerbitkan
dokumen eksekusi yang sah. Pemerintah Daerah
akan mengeksekusi uang jaminan yang
sebelumnya telah disetorkan oleh pihak ketiga
seperti jaminan pelaksanaan dan jaminan
pemeliharaan jika pihak  ketiga tidak
melaksanakan kewajibannya sesuai yang
ditetapkan dalam perikatan atau kontrak.
e. Pendapatan perikatan diakui pada saat timbul
hak tagih Pemerintah Daerah. Hak tagih
Pemerintah Daerah timbul apabila memenuhi
kriteria :
1)Harus didukung dengan naskah perjanjian
yang menyatakan hak dan kewajiban
secara jelas;

2) Telah terjadi transaksi yang menimbulkan hak
tagih Pemerintah Daerah;

3)Jumlah hak tagih Pemerintah Daerah dapat
diukur;

4) Telah diterbitkan surat penagihan.

26. Pengakuan pendapatan pajak daerah atau retribusi

27.

daerah yang menganut sistem self assessment,
setiap wajib pajak atau wajib retribusi wajib
membayar pajak yang terutang setelah
diterbitkannya surat ketetapan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan bidang
pajak daerah atau retribusi daerah. Pajak atau
retribusi terutang sebesar pajak atau retribusi yang
harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan
pajak daerah atau retribusi daerah dan diberitahukan
melalui Surat Pemberitahuan yang wajib disampaikan
oleh wajib pajak atau wajib retribusi ke instansi
terkait.

Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak
atau wajib retribusi yang bersangkutan wajib
melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Terhadap pajak daerah atau retribusi
daerah yang belum dilunasi sampai dengan batas
waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat
Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Retribusi atau
dokumen yang dipersamakan sebagai dasar
penagihan pajak daerah atau retribusi daerah.
Besarnya piutang pajak daerah atau retribusi daerah
ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Retribusi
Daerah Kurang Bayar (SKRKB) atau dokumen yang
dipersamakan.
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28. Suatu transaksi yang telah memenuhi persyaratan
untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan
kurang bayar dan penagihan akan ditentukan
beberapa waktu kemudian maka pendapatan
tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan
perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus
didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu
pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi
berikutnya.

29.Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan
Pajak dihitung berdasarkan nilai definitif yang
menjadi hak Pemerintah Daerah. Nilai definitif
yang menjadi hak Pemerintah Daerah pada
umumnya ditetapkan dengan peraturan (misalnya
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan
Alokasi definitif Dana Bagi Hasil Pajak dan
Sumber Daya Alam) menjelang berakhirnya suatu
tahun anggaran. Namun demikian ketetapan
pemerintah belum dapat dijadikan dasar

pengakuan pendapatan LO, mengingat
kepastian pendapatan  tergantung pada
persyaratan-persyaratan sesuai peraturan

perundang-undangan penyaluran alokasi tersebut.
Untuk itu pengakuan pendapatan transfer
dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas
pada Rekening Kas Umum Daerah. Apabila
terdapat perbedaan antara kas yang diterima
dengan alokasi defenitif :

a. Alokasi definitif Dana Bagi Hasil Pajak dan
Bukan Pajak menurut peraturan telah
ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah
yang belum dibayarkan sampai dengan akhir
tahun anggaran yang ditandai dengan
terbitnya Peraturan ketetapan kurang salur,
maka jumlah kurang salur tersebut dicatat
Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Dana
Bagi Hasil Pajak dan bukan pajak pada
Laporan Operasional dan piutang Dana Bagi
Hasil Pajak dan bukan pajak di Neraca,

b. Alokasi definitif Dana Bagi Hasil Pajak dan
Bukan Pajak menurut peraturan telah
ditetapkan, tetapi jumlah dana yang telah
diterima oleh Pemerintah Daerah sampai
dengan akhir tahun anggaran lebih besar dari
alokasi definitif ditandai dengan terbitnya
peraturan lebih salur, maka jumlah kelebihan
penerimaan dana tersebut dicatat Pemerintah
Daerah mengurangi Pendapatan Dana Bagi
Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Laporan
Operasional dan mengakui kewajiban kepada
pemerintah pusat di Neraca.

30.Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) diakui
sebesar yang ditetapkan dalam Peraturan
Presiden. Jika terjadi perbedaan antara
ketetapan dalam Peraturan Presiden dengan
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realisasi Dana Alokasi Umum yang diterima

maka :

a. Apabila jumlah yang ditetapkan lebih besar
daripada realisasi dana yang diterima yang
ditandai dengan peraturan terkait
ketetapan kurang salur maka selisih
tersebut dicatat sebagai pendapatan di
Laporan Operasional dan hak tagih atau
piutang oleh Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Pusat di Neraca;

b. Apabila jumlah yang ditetapkan lebih kecil
daripada realisasi dana yang diterima yang
ditandai dengan terbitnya peraturan terkait
ketetapan lebih salur maka selisih tersebut
tidak dicatat sebagai pendapatan tetapi
diakui sebagai kewajiban  Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah Pusat.

31. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui
pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim
klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh
Pemerintah Pusat dan Dana Alokasi Khusus
telah diterima oleh  Pemerintah  Daerah.
Perhitungan Dana Alokasi Khusus ditetapkan
dengan peraturan (misalnya Peraturan Menteri
Keuangan tentang alokasi definitif Dana Alokasi
Khusus). Apabila jumlah Dana Alokasi Khusus
yang diterima oleh Pemerintah Daerah berbeda
dengan peraturan penetapan alokasi dan semua
persyaratan untuk mendapatkan dana tersebut
telah dipenuhi tetapi Pemerintah Pusat belum
melakukan pembayaran dan peraturan terkait
kurang salur Dana Alokasi Khusus telah terbit.
Jumlah yang belum diterima diakui sebagai
Pendapatan Dana Alokasi Khusus pada Laporan
Oprasional dan dicatat Piutang Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah Pusat di Neraca
sebesar jumlah klaim atau kurang salur yang
ditetapkan dalam peraturan yang belum
ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

32.Pendapatan transfer lainnya diakui pada saat
kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
Apabila terdapat perbedaan antara jumlah yang
diterima dengan jumlah yang ditetapkan dalam
peraturan maka :

a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan
persyaratan dan telah terbit peraturan yang
menyatakan kurang salur, maka pendapatan
dicatat di Laporan Operasional dan piutang
di Neraca sebesar kurang salur.

b. Dalam hal pencairan dana diperlukan
persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian
pekerjaan tertentu, maka pendapatan dicatat
pada saat persyaratan sudah dipenuhi dan
jumlah definitifnya telah ditetapkan
berdasarkan peraturan oleh Pemerintah
Pusat.
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33.Pendapatan Bagi Hasil dari provinsi dihitung
berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil
sumber daya alam yang menjadi bagian
Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan nilai
defenitifnya dengan Peraturan atau Surat
Keputusan Gubernur. Namun pendapatan Bagi
Hasil dari provinsi dicatat berdasarkan jumlah
dana yang ditransfer ke Rekening Umum Kas
Daerah. Menjelang berakhirnya tahun anggaran,
nilai definitif Bagi Hasil Provinsi yang menjadi
bagian Pemerintah Daerah pada umumnya
ditetapkan. Secara normal tidak terjadi piutang
apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer.
Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan
Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak
daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir
tahun anggaran, maka jumlah yang belum
dibayar tersebut dicatat sebagai pendapatan di
Laporan Operasional dan hak untuk menagih
(piutang) di Neraca bagi Pemerintah Daerah yang
bersangkutan. Sebaliknya apabila alokasi
definitif telah ditetapkan dengan  Surat
Keputusan Gubernur, tetapi jumlah dana Bagi
Hasil Provinsi yang diterima oleh Pemerintah
Daerah lebih besar dari alokasi definitif, maka
kelebihan tersebut dicatat sebagai hutang atau
kewajiban di Neraca.

34.Pendapatan transfer dari Pemerintah Daerah
yang lain dapat terjadi jika terdapat perjanjian
antar daerah atau peraturan/ketentuan yang
mengakibatkan adanya transfer antar daerah.
Pendapatan transfer antar daerah dihitung
berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang
bersangkutan yang menjadi hak/bagian
Pemerintah Daerah penerima. Pendapatan
dicatat apabila kas telah diterima di rekening
kas umum daerah. Jika jumlah/nilai definitif
menurut Peraturan atau Surat Keputusan Kepala
Daerah telah ditetapkan, berbeda dengan jumlah
kas yang telah diterima. Jumlah yang belum
diterima tetap diakui sebagai pendapatan dan
menimbulkan piutang atau hak tagih bagi
Pemerintah Daerah penerima, sebaliknya
kelebihan pembayaran kepada Pemerintah Daerah
penerima dicatat sebagai kewajiban atau hutang
di Neraca.

35.Sesuai dengan arah transfer, pihak yang
mentransfer mempunyai kewenangan untuk
memaksakan dalam menagih kelebihan transfer.
Jika tidak/belum dibayar, pihak yang
mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan
dimaksud dengan hak transfer  periode
berikutnya.

36.Pendapatan yang berkaitan dengan TP/TGR diakui
setelah didukung dengan bukti Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) jika
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penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan
cara damai (di luar pengadilan). SKTJM
merupakan surat keterangan tentang pengakuan
bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab
seseorang dan bersedia mengganti kerugian
tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut
dilaksanakan melalui jalur pengadilan,
pendapatan baru dapat diakui setelah ada surat
ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi
yang berwenang.

PENGUKURAN

37. Pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan
dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum
dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang
karena ketentuan perundang-undangan ini adalah
potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena
pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh
wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh
pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah
piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar
nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan
yang bersangkutan.

38. Pengukuran pendapatan pajak dan retribusi
daerah adalah sebagai berikut:

a. Disajikan sebesar nilai yang telah
ditetapkan dalam surat ketetapan atau
surat tagihan yang telah diterbitkan baik
nilai yang telah dilunasi maupun nilai yang
belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap pendapatan yang
memerlukan penetapan;

b. Disajikan sebesar nilai yang telah diterima
oleh Pemerintah Daerah baik yang telah
setor ke Kas Daerah maupun yang belum
sampai dengan tanggal pelaporan dari
setiap jenis pendapatan pajak dan retribusi
daerah yang tidak melalui penetapan;

39.Pengukuran pendapatan yang berasal dari
perikatan, adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan yang Terkait Pemberian pinjaman
Pendapatan dari pemberian pinjaman seperti
pendapatan bunga, pendapatan denda,
pandapatan dari commitment fee, dan
pendapatan lainnya diakui apabila di
persyaratkan dalam perjanjian. Pendapatan
tersebut diakui dan disajikan senilai hak
tagih yang timbul pada periode pelaporan.

b. Penjualan
Pendapatan dari transaksi penjualan
disajikan dan diakui sebesar nilai sesuai
naskah perjanjian penjualan yang
menimbulkan hak tagih Pemerintah Daerah
selama periode pelaporan. Apabila dalam
perjanjian dipersyaratkan adanya potongan
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penjualan, maka penjualan harus dicatat
sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan
Pendapatan yang timbul dari kemitraan

disajikan dan diakui senilai hak tagih
Pemerintah Daerah yang timbul sesuai
ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan
dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Penyewaan fasilitas/jasa
Pendapatan dari penyewaan fasilitas/jasa
disajikan dan diakui berdasarkan hak tagih
atas fasilitas atau jasa yang telah disewakan
oleh Pemerintah Daerah selama periode
pelaporan.

40.Pengukuran pendapatan transfer adalah sebagai
berikut:

a. Pendapatan Dana Bagi Hasil diakui dan
disajikan sebesar nilai dana yang telah
diterima di rekening kas umum daerah
ditambah nilai yang belum diterima (kurang
salur) atau dikurangi dengan kelebihan
penerimaan (lebih salur) yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan transfer yang
berlaku;

b. Pendapatan Dana Alokasi Umum diakui dan
disajikan oleh Pemerintah Daerah sebesar
nilai dana yang telah diterima di rekening
kas umum daerah ditambah nilai yang belum
diterima (kurang salur) atau dikurangi
dengan kelebihan penerimaan (lebih salur)
yang ditetapkan berdasarkan ketentuan
yang berlaku;

c. Pendapatan Dana Alokasi Khusus, diakui dan
disajikan sebesar nilai dana yang telah
diterima di rekening kas umum daerah
ditambah nilai yang belum diterima (kurang
salur) sebesar klaim yang telah diverifikasi
oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan
jumlah definitifnya dengan peraturan atau
dikurangi dengan kelebihan penerimaan
(lebih salur) yang ditetapkan berdasarkan
ketentuan transfer yang berlaku;

41.Pengukuran pendapatan TP/TGR sebagai berikut:

a. disajikan dan diakui senilai bukti Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTMJ)
Jjika penyelesaian atas TP/TGR dilakukan
dengan cara damai;

b. disajikan dan diakui senilai bukti sesuai
Keputusan Bupati jika penyelesaian Kerugian
Daerah  kepada pegawai negeri bukan
bendahara atau pejabat lain dilakukan dengan
proses penuntutan melalui Majelis Pertimbangan
Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Polewali
Mandar;

c. disajikan dan diakui senilai bukti sesuai
Keputusan BPK-RI jika penyelesaian Kerugian
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Daerah kepada bendahara dilakukan dengan
proses penuntutan melalui Majelis Pertimbangan
Tuntutan Perbendaharaan BPK-RI; dan

d. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut
dilaksanakan melalui jalur  pengadilan,
pengukuran pendapatan disajikan dan diakui
senilai surat ketetapan yang telah diterbitkan
oleh instansi yang berwenang selama periode
pelaporan.

41.a Pengukuran penerimaan pembayaran untuk
beberapa periode baik berupa pajak, dearah,
retribusi daerah, sewa kekayaan daerah, dan lain-
lain disajikan dan diakui sebagai pendapat-LO
sebesar yang menjadi hak untuk periode tahun
berjalan, sedangkan hak untuk periode berikutnya
disajikan dan diakui sebagai pendapatan diterima
dimuka. Demikian pula halnya dengan penjualan
barang atau jasa disajikan dan diakui sebesar
harga jual barang atau jasa yang telah diserahkan
kepada pihak ketiga pada akhir periode,
penerimaan dari penjualan oleh Pemerintah Daerah
yang belum diserahkan barang atau jasanya
disajikan dan diakui sebagai pendapatan diterima
dimuka.

41.b Pendapatan diterima dimuka pada akhir periode
pelaporan dicatat sebesar jumlah penerimaan yang
menjadi hak untuk periode periode berikutnya dan
atau sebesar nilai barang atau jasa yang belum
diserahkan oleh Pemerintah Daerah tetapi telah
diterima pembayarannya.

42.Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan pendapatan bruto, dan tidak
mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan
dengan pengeluaran).

43.Dalam hal besaran pengurang terhadap
pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel
terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di
estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum
selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

44.Dalam hal badan layanan umum, pendapatan
diakui dengan mengacu pada peraturan
perundangan yang mengatur mengenai badan
layanan umum.

45.Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang
(recurring) atas pendapatan-LO pada periode
penerimaan maupun pada periode sebelumnya
(sebelum laporan keuangan diterbitkan) dibukukan
sebagai pengurang pendapatan.

46.Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak
berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang
terjadi pada periode penerimaan pendapatan
dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada
periode yang sama.

47.Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak
berulang (non- recurring) atas pendapatan-LO yang
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48.

terjadi pada periode sebelumnya dibukukan
sebagai  pengurang ekuitas pada  periode
ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut
(setelah laporan keuangan diterbitkan).

Terhadap pendapatan dalam valuta asing harus
dibukukan dalam mata uang rupiah berdasarkan
kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada
saat transaksi terjadi. Selisish kurs yang terjadi
pada saat transaksi dan penerimaan pembayaran
diakui sebagai surplus/defisit dari kegiatan non
operasional lainnya.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

49.

50.

51.

52.

Transaksi dalam mata wuang asing harus
dibukukan dalam mata uang rupiah.
Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing
yang sama dengan yang digunakan dalam
transaksi, maka transaksi dalam mata uang
asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya
ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs
tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang
asing yang digunakan dalam transaksi dan mata
uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka
transaksi dalam mata wuang asing tersebut
dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs
transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan
untuk memperoleh valuta asing tersebut.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang

asing yang digunakan untuk bertransaksi dan

mata uang asing tersebut dibeli dengan mata
uang asing lainnya, maka:

a) Transaksi mata uang asing ke mata uang
asing lainnya dijabarkan dengan
menggunakan kurs transaksi

b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya
tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan
kurs tengah bank sentral pada tanggal
transaksi.

TRANSAKSI PENDAPATAN-LO BERBENTUK BARANG/ JASA

53.

54.

Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk
barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan
Operasional dengan cara menaksir nilai wajar
barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di
samping itu, transaksi semacam ini juga harus
diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan
atas Laporan Keuangan sehingga dapat
memberikan semua informasi yang relevan
mengenai bentuk dari pendapatan.

Transaksi pendapatan dalam bentuk barang/jasa
antara lain hibah dalam wujud barang, barang
rampasan, dan jasa konsultansi
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PENGUNGKAPAN

55.Pendapatan disajikan dan diungkapkan secara
memadai berdasarkan klasifikasi Urusan
pemerintahan daerah, organisasi, dan kelompok
serta kebijakan akuntansi yang digunakan
dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran
pendapatan;

TANGGAL EFEKTIF

56. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk

laporan keuangan pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran
2015.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini
ditetapkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 Maret 2016

BUPATI POLEWALI MANDAR,
ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 28 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

ttd

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Maret 2016

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 19670727 199403 1 017
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